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penyelenggaraan sistem informasi; dan
penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan.

Pasal 27

Dekan Sekolah Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dibantu oleh 3
(tiga) orang wakil Dekan.

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan,
mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan akademik, promosi dan admisi,
pendidikan dan pembelajaran, Penigkatan kinerja penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu
pendidikan, akreditasi program studi dan institusi,
pembinaan sivitas akademik, kemahasiswaan dan karir;

b. Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik
mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya
manusia, keuangan, aset dan logistik;

c. Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi
mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan
pengembangan, tatakelola dan peningkatan aktivasi
Kerjasama, pengembangan bisnis, informasi dan alumni.

Pasal 28

Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana dipilih, diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor.

Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Dekan.

Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan
pengisian jabatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah
Pascasarjana serta pejabat dibawahnya diatur dalam Peraturan
Rektor.
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Pasal 34

Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu sebagai penunjang
pelaksanaan tugas Program Studi.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 5
Tim Penjaminan Mutu

Pasal 35

Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (3) huruf e, merupakan perangkat penunjang pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan
pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu layanan
pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana.

Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada
Dekan yang pembinaannya dilakukan melalui Wakil Dekan
Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan.

Paragraf 6
Koordinator Tata Usaha

Pasal 36

Koordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (3) huruf f mempunyai tugas melakukan layanan akademik
dan kemahasiswaan, serta urusan perencanaan, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama,
sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di
lingkungan Sekolah Pascasarjana.

Koordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Subkoordinator Akademik; dan

b. Subkoordinator Nonakademik.

Subkoordinator Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan
dan Alumni.

Subkoordinator Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b mempunyai tugas:
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Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
Dekan menyelenggarakan fungsi pengelolaan Sekolah Vokasi:
penyelenggaraan pendidikan;

penyelenggaraan penelitian;

penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
penyelenggaraan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa;

penyelenggaraan pembinaan administrasi Sekolah Vokasi;
penyelenggaraan pengembangan riset, inovasi, bisnis, dan kerja
sama,

penyelenggaraan sistem informasi; dan

penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan.

P RO DS

@ ™
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Pasal 41

(1) Dekan Sekolah Vokasi dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dibantu oleh 3
(tiga) orang Wakil Dekan.

(2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan,
mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan akademik, promosi dan admisi,
pendidikan dan pembelajaran, Penigkatan kinerja penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu
pendidikan, akreditasi program studi dan institusi,
pembinaan sivitas akademik, kemahasiswaan dan Kkarir;

b. Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik
mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya
manusia, keuangan, aset dan logistik;

c. Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi
mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan
pengembangan, tatakelola dan peningkatan aktivasi
Kerjasama, pengembangan bisnis, informasi dan alumni.

Pasal 42

(1) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Vokasi dipilih, diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
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Dekan Sekolah Vokasi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

Wakil Dekan Sekolah Vokasi berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Dekan.

Wakil Dekan Sekolah Vokasi diangkat untuk masa jabatan 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan
pengisian jabatan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Vokasi serta
pejabat dibawahnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Senat Akademik Sekolah Vokasi

Pasal 43

Senat Akademik Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3) huruf b merupakan organ Sekolah Vokasi yang
berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan,
penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis
pada Sekolah Vokasi.
Senat Akademik Sekolah Vokasi merupakan tugas tambahan
dosen yang terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
Anggota Senat Akademik Sekolah Vokasi terdiri:
a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala
Departemen dan/atau Ketua Bagian (ex officio);
b. Guru Besar Aparatur Sipil Negara Aktif (ex officio};
c. Dosen yang mewakili:
1. bidang ilmu dan teknologi; atau
2. kelompok jabatan fungsional Dosen bagi Sekolah Vokasi
yang hanya memiliki 1 (satu) bidang ilmu dan teknologi.
Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dan huruf b dipilih dari dan oleh Anggota Senat Akademik
Sekolah Vokasi secara demokratis dengan mengedepankan
musyawarah mufakat.
Dekan Sekolah Vokasi tidak dapat dipilih sebagai
Ketua/Sekretaris SA Sekolah Vokasi.
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Pasal 45

Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Sekolah Vokasi diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Akademik
Sekolah Vokasi berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).

Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Sekolah
Vokasi serta anggota non ex officio selama S (lima) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pemilihan
ketua, sekretaris serta anggota Senat Akademik Sekolah Vokasi
diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Paragraf 3
Program Studi

Pasal 46

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3)
huruf ¢ merupakan program yang mencakup kesatuan rencana
belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan
agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan,
dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

Program Studi pada Sekolah Vokasi terdiri atas:

a. Program Studi Diploma/Sarjana Terapan;

b. Program Studi Magister Terapan; dan

c. Program Studi Doktor Terapan.

Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Dekan
dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Dekan bidang
Akademik, Riset dan Kemahasiswaan atau Ketua Departemen.
Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan S (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
pengisian jabatan ketua Program Studi pada Sekolah Vokasi
diatur dalam Peraturan Rektor.

-30-









(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Dekan yang pembinaannya dilakukan melalui Wakil Dekan
Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Usaha Sekolah
Vokasi/pengelola usaha dan/atau unsur lain diatur dalam
Peraturan Rektor.

Paragraf 8
Departemen

Pasal 52

Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4),
merupakan unsur dari Sekolah Vokasi yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau
beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis
pendidikan akademik.

Departemen, laboratorium, program studi, bagian pada sekolah
vokasi bertugas mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik
dalam (1) satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam jenis pendidikan vokasi.

Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Ketua;

Sekretaris Departemen;

Laboratorium/bengkel/studio;

Program studi;

Bagian atau Kelompok jabatan fungsional lainnya.

o a0 TP

Pasal 53

Ketua Departemen pada Sekolah Vokasi diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.

Ketua Departemen pada Sekolah Vokasi dalam melaksanakan
tugasnya dibantu seorang Sekretaris.

Sekretaris Departemen pada Sekolah Vokasi diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.

Ketua dan Sekretaris Departemen pada Sekolah Vokasi diangkat
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketua Sekolah Vokasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
seorang Subkoordinator yang bertanggung jawab kepada ketua
sekolah vokasi.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
pengisian jabatan ketua dan sekretaris Departemen pada
Sekolah Vokasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54

Bagian atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (4) merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu
dengan konsentrasi tertentu pada Sekolah Vokasi yang dapat
mengelola laboratorium.

Bagian atau sebutan lainnya dipimpin oleh seorang Ketua yang
bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Ketua Bagian diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
pengisian jabatan Ketua Bagian atau sebutan lainnya pada
Sekolah Vokasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 55

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

angka 4 merupakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat.

LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;

b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat; dan

c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

d. meningkatan capaian luaran penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dalam ‘bentuk publikasi
nasional/internasional bereputasi, Kekayaan intelektual,
serta produk dasar dan terapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), LPPM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;

b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
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d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;

e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

f. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat;

h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga; dan

i. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat LPPM.

LPPM terdiri atas:

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Koordinator Tata Usaha;

d. Pusat dan Unit; dan

e. Kelompok jabatan fungsional.
Paragraf 1

Ketua
Pasal 56

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a
bertugas memimpin LPPM.
Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 57

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf
b bertugas membantu LPPM.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Subkoordinator Program, Data dan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan
urusan penyusunan rencana, program, kegiatan, Pengelolaan
data dan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat,.

Subkoordinator Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara serta layanan
kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

Paragraf 4
Pusat dan Unit

Pasal 62

Pusat dan Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4)

huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan kerjasama

dan peningkatan publikasi nasional/internasional serta

kekayaan intelektual sesuai dengan bidangnya.

Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf d

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membantu Ketua

LPPM untuk melaksanakan fungsi pengelolaan tertentu.

Pusat dan Unit dipimpin oleh kepala dan dapat dibantu

sekretaris yang bertangung jawab kepada Rektor dan dalam

pelaksanaan tugas sehari hari dikoordinasikan oleh Ketua LPPM.

Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Unit Pengelola Kuliah Kerja Nyata (UPKKN); dan

b. Unit Pengaduan dan Penjaminan Mutu Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Rektor menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya

sebagai Kepala Pusat dan Kepala Unit.

Pembentukan dan penutupan Pusat dan Unit dilakukan oleh

Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LPPM diatur dengan
Peraturan Rektor.
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BAB VI
PENUNJANG AKADEMIK DAN NONAKADEMIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang
akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf c.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk
menunjang penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan
Tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan.

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

UPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab
kepada Rektor.

Rektor dapat membentuk dan/atau menutup UPT sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 65

Unit Pelayanan Teknis terdiri atas:

mRTE TR ™0 A0 TP

UPT Perpustakaan,;

UPT UNS Press;

UPT Hubungan Masyarakat dan Media;
UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa;
UPT Laboratorium Terpadu;

UPT Kearsipan;

UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
UPT Remunerasi;

UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
UPT Kerjasama dan Layanan Internasional; dan
UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua
UPT Perpustakaan

Pasal 66

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a,
merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan
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Pasal 71

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf
c, ditetapkan menurut kebutuhan.

(2) Jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
UPT UNS Press

Pasal 72
UPT UNS Press sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b,
adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan percetakan,
penerbitan, dan pemasaran yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh
Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi.

Pasal 73

UPT UNS Press, mempunyal tugas melaksanakan urusan layanan
percetakan, penerbitan, dan pemasaran.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas UPT UNS Press menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan layanan percetakan;

pelaksanaan layanan penerbitan;

pelaksanaan pemasaran hasil penerbitan;

pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan;
pelaksanaan urusan tata usaha; dan

pelaksanaan manajemen risiko di tingkat UPT;

o0 TR

Pasal 75

UPT UNS Press, terdiri atas:

Kepala;

Koordinator Bidang;
Subkoordinator Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

a o op
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d. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
e. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat UPT.

Pasal 81

UPT Hubungan Masyarakat dan Media, terdiri atas:

paoop

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Kepala;

Koordinator Bidang;
Subkoordinator Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 82

Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan hubungan
masyarakat, publikasi, Media, dokumentasi, dan sebagai Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).

Subkoordinator Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Hubungan
Masyarakat dan Media.

Subkoordinator Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala
UPT Hubungan Masyarakat dan Media.

Pasal 83

Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada Pasal 81 huruf c ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pasal 84

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di
bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang
Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh kepala.
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Pasal 85

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan
teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem
informasi dan jaringan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,
UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

pelaksanaan pengembangan jaringan dan situs UNS;

pelaksanaan pendataan dan pemrograman;

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media;
pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak
teknologi informasi dan komunikasi;

pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi;
pelaksanaan urusan tata usaha UPT; dan

pelaksanaan manajemen risiko di tingkat UPT.

o a0 oD

)

= 0

Pasal 87

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. Kepala;

b. Koordinator Bidang;

c. Subkoordinator Tata Usaha; dan

d. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 88

(1) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan,
pengelolaan, pemberian layanan teknologi informasi dan
komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

(2) Subkoordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,
keuangan, Kkepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan pengelolaan aset UNS di lingkungan UPT.

(3) Subkoordinator Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala
UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.
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Pasal 89

(1) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada Pasal 87 huruf d ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
UPT Pusat Pelayanan dan Pengembangan Bahasa

Pasal 90
UPT Pusat Pelayanan dan Pengembangan Bahasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, adalah unit pelaksana teknis di
bidang layanan bidang kebahasaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya
dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 91

UPT Pusat Pelayanan dan Pengembangan Bahasa mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan
kemampuan, dan uji kemampuan bahasa.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas UPT Pusat Pelayanan dan Pengembangan
Bahasa menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa;

pelaksanaan peningkatan kemampuan bahasa;

pelayanan uji kemampuan bahasa;

pelaksanaan urusan tata usaha; dan

pelaksanaan manajemen risiko di tingkat UPT.

mo a0 TR

Pasal 93

UPT Pusat pelayanan dan Pengembangan Bahasa, terdiri atas:
Kepala;

Koordinator Bidang;

Subkoordinator Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

a0 op

-44-



(1) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan
bahasa.

(2) Subkoordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal
93 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan

~ dan kerumahtanggaan UPT Pusat Pengembangan Bahasa.

(3) Subkoordinator Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala
UPT Pusat Pengembangan Bahasa.

Pasal 95

(1) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada Pasal 93 huruf c ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(2) Jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
UPT Laboratorium Terpadu

Pasal 96

UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
huruf f, adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan
Kemahasiswaan.

Pasal 97

UPT Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan layanan
laboratorium untuk program pendidikan, program penelitian, inovasi,
bisnis, dan program pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium  Terpadu
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan layanan laboratorium untuk program pendidikan;

b. pelaksanaan layanan laboratorium untuk program penelitian;

c. pelaksanaan layanan laboratorium untuk inovasi dan bisnis;
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Kepala;

Koordinator bidang;
Subkoordinator Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Qo op

Pasal 119

(1) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Remunerasi.

(2) Subkoordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan UPT Remunerasi.

(3) Subkoordinator Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala
UPT Remunerasi.

Pasal 120

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
huruf d, ditetapkan menurut kebutuhan.

(2) Jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Pasal 121

UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 huruf j, merupakan unit pelaksana teknis di bidang
Penggembangan Hutan Gunung Bromo yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya
dilakukan oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi.

Pasal 122

UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas
melaksanakan pemberian layanan penelitian, pendidikan dan
penelitian.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122,

UPT Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyediaan dan pengolahan lahan untuk penelitian dan
pemberdayaan masyarakat;
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(3) Subkoordinator Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala
UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 138

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf
¢, ditetapkan menurut kebutuhan.

(2) Jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 139

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
angka 1 merupakan unsur pelaksana administrasi UNS yang
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh unsur di lingkungan UNS.

(2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada
Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan
oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Biro, terdiri atas:

a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;

b. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;

c. Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
d. Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama.

Bagian Kedua
Biro Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 140

(1) Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 ayat (3) huruf a, merupakan unsur pelaksana di
bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan.

(2) Biro Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas
melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang
pendidikan dan melaksanakan administrasi kegiatan di bidang
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b. pelaksanaan administrasi layanan evaluasi hasil pembelajaran;

c. pelaksanaan administrasi layanan statistik;

d. pelaksanaan administrasi layanan kegiatan wisuda/dies natalis/
pengukuhan guru besar dan kegiatan akademik lainnya;

e. pelaksanaan administrasi penalaran keilmuan mahasiswa;

f. pelaksanaan administrasi minat, dan pengembangan kemampuan

mahasiswa;
g. pelaksanaan administrasi layanan fasilitas dan informasi
kemahasiswaan;

pelaksanaan administrasi kesejahteraan mahasiswa;
pelaksanaan administrasi kepedulian sosial mahasiswa;
pelaksanaan administrasi kegiatan penunjang kemahasiswaan;
pelaksanaan monitoring layanan karir mahasiswa; dan
pelaksanaan administrasi layanan dan penelusuran alumni.

Pasal 145

(1) Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
a. Subkoordinator Akademik; dan
b. Subkoordinator Kemahasiswaan.

(2) SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada kepala Biro Akademik dan
Kemahasiswaan yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinir
oleh koordinator Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 146

(1) Subkoordinator Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
145 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan kegiatan
registrasi dan statistik akademik, pelaksanaan kegiatan
penerimaan mahasiswa baru, Evaluasi hasil pembelajaran,
pelaksanaan kegiatan wisuda/dies natalis/pengukuhan guru
besar dan kegiatan akademik lainnya, melakukan penyusunan
kebutuhan dan pengaturan penggunaan sarana akademik.

(2) Subkoordinator Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 ayat (1) huruf b, mempunyal tugas melakukan
kegiatan administrasi minat, penalaran keilmuan, pengembangan
kemampuan mahasiswa, layanan fasilitas dan informasi
kemahasiswaan, administrasi kesejahteraan mahasiswa,
administrasi kepedulian sosial mahasiswa, administrasi kegiatan
penunjang kemahasiswaan.
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BAB VIII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 168

Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e dilaksanakan oleh LPPMP yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan
penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168,
LPPMP menyelenggarakan fungsi:
penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran,
pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
e. pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran,
pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga; dan
g. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat LPPMP.

o op

Pasal 170

LPPMP terdiri atas:

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Koordinator Tata Usaha;

d. Pusat; dan

e. Kelompok jabatan fungsional.
Paragraf 1

Ketua

Pasal 171

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a bertugas
memimpin LPPMP.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
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)

. pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan

rancangan Produk Hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
pelaksanaan pengadministrasian dan autentifikasi produk hukum
di lingkungan UNS;

pelaksanaan kajian dan/atau analisis hukum untuk
menghasilkan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi
oleh UNS;

pemberian saran pertimbangan dan pendampingan hukum
kepada ASN di lingkungan UNS atas masalah hukum yang timbul
dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Rektor,
Keputusan/Instruksi Rektor dan/atau menyiapkan perjanjian
kontrak kerjasama;

mewakili UNS untuk penyelesaian masalah hukum; dan
pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Kantor Hukum.

Bagian Keempat
Pusat Pengembangan Karier (Carier Development Center/CDC)

Pasal 206

Pusat Pengembangan Karier atau Carier Development Center (CDC)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 huruf d mempunyai
tugas membantu Rektor dalam pengembangan karier mahasiswa
sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar.

(2) Pusat Pengembangan Karier atau Carier Development Center

(CDC).sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala pusat
dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala dimaksud pada ayat (2)

dibantu Subkoordinator.
Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206,
Pusat Pengembangan Karier atau Carier Development Center (CDC)
menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

menjalin kerjasama dengan pasar kerja;
peningkatan kapasitas SDM mahasiswa dan alumni melalui:
pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain;
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